SALINAN

WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN

Menimbang

Mengingat

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan,
menggerakkan prakarsa dan mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan daerah, perlu adanya
program pemberdayaan masyarakat;

bahwa terdapat pasal dalam Peraturan Wali Kota Nomor
11 Tahun 2022 tentang Program Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11
Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan
Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu
diubah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 Tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan
Dan Pemberdayaan Masyarakat;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No 9) Sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat
II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27
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Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
139);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman
Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 485);

Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 2 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 21);
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11. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2022
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita
Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis
Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023
Nomor: 3995) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal I
Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota 11 tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2022 Nomor 318)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2023 Nomor: 395), diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 13

(1) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf
a dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan pembangunan dan perbaikan
sarana dan prasarana umum dalam skala kecil, meliputi:

a. pembangunan sumur resapan air atau biopori;
b. pembangunan sumur bor, tandon dan jaringan air bersih;

c. pembangunan atau pemeliharaan jalan lingkungan, jembatan
kecil/decker, gorong-gorong, dan drainase/saluran air;

d. pembangunan atau pemeliharaan taman di lingkungan RT;
e. pembangunan atau pemeliharaan sanitasi/MCK umum;

f. pengadaan atau pemeliharaan lampu penerangan jalan lingkungan
dan/atau meter listrik;

g. pembangunan atau pemeliharaan sarana prasarana rumah ibadah;
h. pembangunan atau pemeliharaan gedung balai RT;

i. pembangunan atau pemeliharaan trotoar;

j- pembangunan atau pemeliharaan hydrant;

k. pembangunan portal gang lingkungan,;

l. pembangunan atau pemeliharaan arena bermain anak (playground);

m. pembangunan atau pemeliharaan gedung pendidikan anak usia dini;
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n. pembangunan atau pemeliharaan pos pelayanan terpadu (Posyandu);

o. pembangunan atau pemeliharaan pos keamanan lingkungan
(Poskamling); dan

p. pembangunan atau pemeliharaan prasarana umum pendukung
keindahan lingkungan.

(2) Dalam hal terdapat kegiatan infrastruktur berupa pembangunan objek
baru, harus memperhatikan kejelasan lokasi kegiatan sebagai berikut:

a. dalam hal lokasi kegiatan berada di lahan aset Pemerintah Daerah,
harus mengajukan izin tertulis yang ditujukan kepada Pemerintah
Daerah;

b. pembangunan yang berlokasi di lahan fasilitas umum dan/atau
fasilitas sosial perumahan hanya bisa dilaksanakan apabila status
lahan tersebut sudah diserahkan oleh pengembang kepada
Pemerintah Daerah;

c. dalam hal lokasi kegiatan berada di lahan aset instansi pemerintah
lain, dan/atau di lahan aset badan usaha milik negara/badan usaha
milik Daerah, harus ada pemberian izin tertulis dari pejabat yang
berwenang terhadap penggunaan aset tersebut; dan

d. dalam hal lokasi kegiatan berada di lahan milik pribadi maka harus
ada pernyataan tertulis pemberian izin pemakaian lahan dari pemilik
lahan paling singkat selama 5 (lima) tahun dan dengan
memperhitungkan nilai kegunaan obyek bangunan.

(3) Dalam hal terdapat kegiatan infrastruktur berupa pemeliharaan suatu
objek, harus memperhatikan kondisi sebagai berikut:

a. status lahan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial bagi obyek yang
berada di perumahan harus sudah diserahkan oleh pengembang
kepada Pemerintah Daerah;

b. kondisi fisik objek sangat rusak dan perlu segera dilakukan perbaikan;
dan

c. usia objek yang akan direhab paling singkat 3 (tiga) tahun dari waktu
pembangunan obyek dimaksud, dikecualikan untuk objek yang
dibangun melalui swadaya masyarakat dan/atau bangunan yang
rusak berat.

(4) Dalam kondisi darurat bencana, bidang infrastruktur dapat difokuskan
pada kegiatan yang bersifat padat karya sebagai upaya mengatasi dampak
bencana.
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Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda

pada tanggal 22 Februari 2024
WALI KOTA SAMARINDA,

ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
H. HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2024 NOMOR: 474

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah|Kota Samarinda
Kepala Bagiagn Hukum,

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
Pembini Tingkat I/ IV b

NIP. 1968(119 198803 1 002




